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Pokok masalah penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pemberian tunjangan kinerja 
di Kantor Urusan Agama (KUA)  Kec. Bontomarannu Kabupaten Gowa? 2) 
Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap pemberian tunjangan kinerja pada 
Pegawai Negeri Sipil Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bontomarannnu Kabupaten 
Gowa? 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang 
menggunakan data deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang datanya di gali melalui 
pengamatan-pengamatan. Adapun sumber data dalam penelitian ini  PNS KUA Kec. 
Bontomarannu Kabupaten Gowa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, dokumentasi, penelusuran referensi. Teknik pengumpulan pengelolaan 
dan analisis data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan 
informan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian tunjangan kinerja pada 
kantor KUA kec. Bontomarannu sebagian besar mengalami peningkatan kinerja dan 
tingkat kedisiplinan yang bisa dilihat dari dua aspek yaitu absensi dan laporan kinerja 
harian. Dan sebagian besar sudah sesuai dengan pandangan Islam, hal ini dikarenakan 
tunjangan yang diberikan sesuai dengan kinerja pegawai. 
Implikasi dari penelitian ini adalah hendaknya Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kec. Bontomarannu meningkatkan pengawasan kepada pegawainya agar mereka 
lebih memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan tupoksi 
pegawai bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pegawai hendaknya menjadikan 
tunjangan sebagai motivasi dalam bekerja. 
 






A. Latar Belakang 
Pada masa perkembangan teknologi dewasa ini khususnya sektor tenaga kerja 
sebagai sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting ,karena 
kinerja dari karyawan/pegawai sebagai sumber daya manusia akan mempengaruhi 
faktor yang lain. Menyadari bahwa manusia adalah faktor penentu yang sangat 
penting dan menjadi pusat perhatian setiap kegiatan operasionalnya, maka setiap 
instansi dituntut mengelola sumber daya manusia yang agar tujuan yang diharapkan 
dapat dicapai dengan selalu berorientasi pada penggunaan sumber daya manusia yang 
lebih efektif dan efisien.1 
Pegawai merupakan sumber daya manusia yang perlu dikelola dan 
dikembangkan secara terus menerus agar diperoleh pegawai yang bermutu dalam arti 
yang sebenarnya, yaitu pekerjaan yang dilaksanakannya akan menghasilkan sesuatu 
yang memang dikehendaki. Bermutu bukan hanya pandai saja tetapi memenuhi 
semua syarat kualitas yang dituntut pekerjaan, sehingga pekerjaan benar-benar dapat 
diselesaikan sesuai rencana.2 
Kinerja pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap individu yang 
bekerja dalam institusi atau organisasi. Kinerja merupakan cerminan dari kinerja 
                                                          
1 Hendri Yandri, Pengaruh Tunjangan Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja 
Pegawai,www.bppjambi.info/dwnfilemanager.asp?id=1465. Di akses pada tanggal 5 November 2016, 
pukul: 12:44. 
2 Sedermayanti,  Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang Perkantoran, (Bandung: Mandar Maju, 
2007), h. 17. 
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individu dimana apabila setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, 
bersemangat, dan memberikan kontribusi terbaik mereka yang merupakan jawaban 
dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 
Kinerja pegawai merupakan salah satu ukuran yang sering dipakai dalam 
menentukan efektivitas organisasi. Sebuah organisasi atau perusahaan tidak akan 
dapat berkembang apabila kinerja pegawainya juga tidak mengalami peningkatan, 
apalagi dengan semakin tingginya tingkat persaingan yang ada dalam dunia bisnis.3 
Perusahaan membutuhkan karyawan yang mampu bekerja lebih baik dan lebih cepat, 
sehingga diperlukan karyawan yang mempunyai kinerja tinggi.Pernyataan-pernyataan 
ini menunjukkan kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 
usaha organisasi untuk mencapai tujuannya. 
Sejalan dengan peraturan presiden No 108 tahun 2014 tentang tunjangan 
kinerja kementerian Agama, pemberian tunjangan kinerja merupakan salah satu 
upaya dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kinerja dan 
produktivitas pegawai. Dengan diberlakukannya pemberian tunjangan kinerja 
berdasarkan peraturan presiden ini, diharapkan reformasi birokrasi mendorong agar 
adanya percepatan perubahan perbaikan kinerja aparatur pemerintah. Aparatur 
pemerintah sebagai alat pemerintah yang dituntut agar bekerja lebih profesional, 
bermoral, bersih dan beretika dalam menjalankan tugas.4 
                                                          
3 Made Mahardika Suartama. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Menentukan Kinerja 
karyawan di PT. Arta Boga Cemerlang Denpasar. Diakses pada tanggal 11 April 2017, pukul 11:51. 




Salah satu bentuk perhatian Kementerian Agama terhadap para pegawai yaitu 
dengan menerapkan suatu strategi pemberian kompensasi dalam bentuk tunjangan 
kinerja, salah satunya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bontomarannu, hal ini 
dilakukan guna memacu kinerja dari para pegawainya. Pemberian tunjangan kinerja 
merupakan imbalan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan grading atau posisi 
jabatan dan kinerja yang dihasilkan.5 Pemberian tunjangan kinerja sangat penting 
bagi pegawai guna merangsang seseorang untuk melakukan pekerjaan melebihi apa 
yang diinginkan oleh organisasi. Disamping itu pemberian tunjangan kinerja juga 
berfungsi sebagai penghargaan dari pegawai yang telah melakukan suatu pekerjaan 
yang telah ditetapkan oleh pimpinan 
Jadi pemberian tunjangan kinerja ini diharapkan dapat membentuk kondisi 
yang membuat pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bontomarannu lebih 
termotivasi dalam bekerja, sehingga terjadi peningktan kinerja. Karena motivasi 
pegawai tak kalah lebih pentingnya dalam memberikan kontribusi terhadap suatu 
institusi. 
 Pandangan Islam tentang pemberian tunjangan harus secara adil sesuai dengan 
hasil kinerja, hal ini dijelaskan dalam QS Al-Jaatsiyah/45: 22. 
                        
       
                                                          
5Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai. Diakses pada 




Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar 
dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan 
dirugikan.6 
 
 Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya 
dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi ayat ini menjamin dalam pemberian 
tunjangan kepada pegawai harus sesuai dengan hasil kinerjanya, jika ada 
pengurangan dalam pemberian tunjangan kinerja tanpa diikuti oleh berkurangya 
sumbangsih mereka, hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiyaan. Ayat ini 
memperjelas bahwa pemberian tunjangan kinerja harus ditentukan berdasarkan 
kerjanya dan sumbangsinya.  
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah peletak dasar pelaksana sistem  
pemerintahan. Seperti yang dikemukakan oleh Musanef bahwa keberadaan Pegawai 
Negeri Sipil pada hakekatnya adalah sebagai tulang punggung pemerintah dalam 
melaksanakan pembangunan nasional.7 Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil 
diharapkan mampu menggerakkan serta melancarkan tugas-tugas pemerintahan 
dalam pembangunan, termasuk di dalamnya melayani masyarakat. Pendapat tersebut 
dikuatkan oleh Gatot yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah mereka 
yang telah memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, serta diserahi tugas 
                                                          
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
1990), h. 93. 
7 Musanef, Manajemen kepegawaian di Indonesia. Jilid 1. (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 
1996), h. 29 
5 
 
dalam jabatan negeri.8 Sesuai dengan fungsi utamanya sebagai pelaksana utama 
pemerintahan negeri ini, maka para Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk memiliki 
etos kerja dan disiplin waktu yang tinggi. Hal ini tentu saja merupakan tantangan 
yang harus dijawab oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil di negeri ini. Bukan hanya di 
jajaran puncak saja, tetapi juga pada seluruh staf sampai tingkat terendah. Hal ini 
didasarkan pada satu pemikiran bahwa bagaimanapun juga tidak dapat dipungkiri 
meski bukan satu-satunya faktor penentu, maju mundurnya negeri ini tergantung pada 
kinerja instansi pemerintahan, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil itu sendiri. 
Sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat serta berdasarkan visi dan misi 
yang dimilikinya maka sudah sepantasnya bila Pegawai Negeri Sipil memiliki 
disiplin kerja yang baik dalam mengemban dan melaksanakan tugas-tugas yang 
dimilikinya karena dengan kinerja yang produktif dan efisien waktu maka hasil yang 
diperoleh akan maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan baik oleh instansi yang 
bersangkutan maupun oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik negeri ini. 
Mendukung teori di atas Tamim mengemukakan bahwa salah satu sikap yang harus 
dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil adalah mampu menggunakan dan mengelola 
waktu dengan benar dalam unjuk kerja atau kinerja mereka, karena kinerja yang 
efisien waktu akan menampilkan perilaku menghargai waktu.9 Selain itu seorang 
                                                          
8 Gatot, Himpunan Lengkap UU dan PP Kepegawaian Negara. Jilid 1. (Bandung: PT. Karya 
Nusantara, 1992), h.5 
9 Tamim, F, 2004. Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di tengah Arus Modernisasi. 




pegawai juga dituntut untuk mampu bersaing dan bersikap profesional dalam bekerja 
sebagai konsekuensi dari meningkatnya tuntutan pekerjaan mereka. 
Telah diketahui bersama bahwa pada saat dibuka pendaftaran untuk menjadi 
PNS, maka beribu-ribu individu mendaftarkan diri mereka. Timbul asumsi bahwa 
mereka ingin mendedikasikan dan mengaktualisasikan diri pada pekerjaan tersebut, 
yaitu PNS. Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa belum seluruh PNS 
mendedikasikan diri secara maksimal pada pekerjaannya tersebut. Keadaan ini 
ditunjukkan dengan sorotan kinerja PNS oleh masyarakat yang dianggap belum 
maksimal. 
Banyak keluhan yang datang dari masyarakat tentang kinerja Pegawai Negeri 
Sipil terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan pelayanan. Keluhan 
yang kerap terjadi misalnya menunda waktu-waktu pelayanan yang semestinya 
diberikan kepada masyarakat dengan segara, tanpa ada alasan yang jelas. Sebuah 
survey yang dilakukan oleh Badan PengawasPemerintah Provinsi terhadap kinerja 
Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Klaten diketahui pegawai yang tidak disiplin 
kerap ditemukan dalam beberapa indikator, diantaranya keterlambatan jam masuk 
kerja (1,01%), tingkat absensi (1, 16% dalam sebulan), penyimpangan kerja seperti 
bercakap–cakap, kelalaian kerja, merokok saat kerja (3,5%), dan kasus –kasus 
lainnya sekitar (1,05%). Selain itu pula tayangan televisi dan media massa kerap 
memberitakan rendahnya disiplin kerja para pegawai. Sebagai contoh di lingkungan 
dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Jawa timur, terdapat lebih 
dari 7% pegawai yang bolos kerja ketika cuti lebaran sudah habis. Hal sama sama 
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terjadi di Pemkab Riau terdapat 1,46% pegawai bolos kerja, bahkan di wilayah DKI 
Jakarta 11 PNS diturunkan pangkatnya karena tidak masuk kerja tampa memberikan 
alasan yang jelas.10  
Kondisi ini sesuai dengan pendapat Tamin yang mengungkapkan bahwa dari 
sekitar empat juta Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di seluruh Indonesia hanya 
40% yang benar-benar profesional, produktif, dan berkualitas. Angka tersebut, 
memang bukanlah data yang buruk, tetapi alangkah lebih baik lagi jika hanya 40% 
saja Pegawai Negeri Sipil yang tidak berkualitas.  
Sehingga tunjangan kinerja yang diberikan diharapkan dapat menggerakkan 
pegawai-pegawai yang kurang produktif untuk lebih aktif memperbaiki diri sehingga 
mendapatkan tugas atau pekerjaan dari atasannya. Tunjangan kinerja idealnya 
memang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan kedisiplinan serta 
mengubah budaya kerja pegawai, hal tersebut tidaklah mudah. Penerapan sistem 
tunjangan kinerja memerlukan pengawasan atasan langsung dalam menilai kinerja 
pegawai di bawahnya. Jika tidak maka banyak pegawai mencari cara untuk 
mendapatkan tunjangan kinerja tersebut secara utuh. Hal ini yang menjadi salah satu 
penyebab sehingga diberikan tunjangan kinerja kepada pegawai. Bukan hanya 
diperusahaan swasta tetapi juga pada lingkup pemerintahan yang berada di naungan 
Kementerian Agama yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bontomarannu 
Kabupaten Gowa 
                                                          
10 www.liputan6.com, 2010. Diakses pada tanggal 10 April 2017, pukul 17:15 
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 Jadi pemberian tunjangan kinerja ini diharapkan dapat membentuk kondisi 
yang membuat pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bontomarannu lebih 
termotivasi dalam bekerja. Karena motivasi pegawai tak kalah lebih pentingnya 
dalam memberikan kontribusi terhadap suatu institusi. Motivasi merupakan kemauan 
untuk memberikan upaya lebih untuk meraih tujuan institusi.11 Khususnya Kantor 
Urusan Agama sesudah dilaksanakannya tunjangan kinerja diharapkan lebih memberi 
motivasi, kedisiplinan, peningkatan kinerja yang lebih baik. 
Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul mengenai “Pandangan 
Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Tunjangan Kinerja Pada Pegawai Negeri 
Sipil Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bontomarannu Kabupaten Gowa (Studi 
Kasus KUA Kec. Bontomarannu Kabupaten Gowa)”. 
B. Deskripsi Fokus 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dan permasalahan 
yang akan diteliti, maka perlu adanya penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan 
dalam judul ini sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tunjangan adalah unsur-unsur balas jasa yang diberikan secara langsung atau 
tambahan penghasilan yang dapat diketahui secara pasti. 
2. Kinerja adalah hasil yang dicapai pegawai baik secara kualitas maupun secara 
kuantitas sesuai standar yang ditentukan. 
                                                          
11 Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1, Edisi 8. 
(Jakarta: Prenhallindo. 2001), h. 102 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam 
penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana pemberian tunjangan kinerja di Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kec. Bontomarannu Kabupaten Gowa? 
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap pemberian tunjangan kinerja 
pada Pegawai Negeri Sipil Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. 
Bontomarannnu Kabupaten Gowa? 
 D.   Kajian Pustaka 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Selviana Annisa (2016) dengan judul 
“Analisis  Kinerja  Pegawai   Negeri  Sipil  Sebelum  Dan  Sesudah  
Tunjangan  Kinerja  Dalam Perspektif   Ekonomi    Islam”. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Kinerja  karyawan  IAIN  Raden  Intan   Lampung  
sudah  sesuai dengan indikator kinerja Islam dan elemen penilaian kinerja 
dalam Ekonomi Islam serta tugas  yang  dijalankan  dengan  kaidah-kaidah  
agama  sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. 
2. Penelitian skripsi  oleh  Thoriq  Sholikhul  Karim  (  2006  )   “Analisis  
Hukum  Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus P.T. Karya 
Toha Putra Semarang)” Sistem  upah karyawan P.T Karya Toha Putra 
Semarang diselenggarakan atas dasar golongan  yang  meliputi  golongan  I,  
II,  III  dan  IV  yang  sistem  penghitungannya memiliki  kesamaan.  Namun  
ada  aspek  yang  tidak  bisa  dipublikasikan.  Hal  ini mengindikasikan  
10 
 
bahwa  sistem  upah  di  P.T  Karya  Toha  Putra  Semarang  tidak seluruhnya 
sesuai dengan hukum Islam. 
E.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka penelitian 
ini bertujuan sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui pemberian tunjangan kinerja di Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kec. Bontomarannu Kabupaten Gowa 
b. Pandangan Ekonomi Islam terhadap pemberian tunjangan kinerja pada Pegawai 
Negeri Sipil Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bontomarannnu Kabupaten 
Gowa. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu: 
a. Bagi Penulis 
Untuk membuka wawasan berfikir peneliti, serta menambah pengetahuan dan 
pemahaman dibidang penelitian, sekaligus sebagai penerapan yang telah diterima dan 
dipelajari selama menempuh perkuliahan jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar. 
b. Bagi Ekonomi Islam 
Sebagai sumbangsih bagi keilmuan khususnya Ekonomi Islam mengenai 




c. Bagi pihak lain 
Sebagai bahan bacaan atau rujukan peneliti yang akan datang dan digunakan 
sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan 








A. Peraturan Pemerintah Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pegawai 
1. Tugas dan Tanggung Jawab Pegawai Negeri  
  Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat 
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.3 Menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara 
Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999.4 Tugas dan Tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :  
a. Menguasai pengetahuan dibidangnya  
 Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperdalam 
pengetahuannya dengan tujuan agar dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya 
guna dan berhasil guna. Untuk dapat mengetahui penguasaan pengetahuan 
dibidangnya dapat ditelusuri melalui :  
1. Meningkatkan pengetahuan merupakan keinginan dan kesungguhan dari 
seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk selalu meningkatkan 
                                                          
3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016. 
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pengetahuannya agar dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam 
lingkungan kerjanya.  
2. Menguasai bidang tugas merupakan bentuk kesadaran dan kesanggupan yang 
mendorong dari seorang PNS untuk selalu memiliki tekad dan ketekunan 
dalam melaksanakan tugas pekerjaan.  
3.  Efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan merupakan keinginan dari seorang 
PNS untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil 
guna. 
b. Komitmen pada kualitas 
Sebagai rasa keterikatan untuk selalu meningkatkan kepandaian, kecakapan 
dan mutu pekerjaan dari seorang PNS agar dapat mendorong kinerja. Untuk dapat 
mengetahui komitmen pada kualitas dapat ditelusuri melalui : 
1.  Memiliki kecakapan merupakan kepedulian PNS untuk selalu meningkatkan 
kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.  
2.  Kesanggupan dalam bekerja sebagai rasa keterikatan dalam dirinya terhadap 
tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dapat 
melaksanakan tugas dengan baik.  
3. Selalu meningkatkan mutu kerja merupakan keseriusan dari seorang PNS 
untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya agar diperoleh hasil 







  Sebagai suatu bentuk pengabdian dari seorang PNS atas segala sesuatu yang 
menjadi tanggung jawabnya dalam rangka membantu atau melayani masyarakat atau 
orang lain. Untuk dapat mengetahui dedikasi PNS dapat ditelusuri:  
1. Kebanggaan pada pekerjaan merupakan perasaan yang ada pada diri 
seseorang yang dapat menciptakan kepuasan apabila dapat melakukan 
pekerjaan yang baik. 
2. Tanggungjawab pada pekerjaan merupakan kecenderungan sikap dari 
seseorang untuk berani mengambil resiko atas pekerjaan yang telah 
dilakukannya.  
3. Mengutamakan pada kepentingan umum Sebagai kecenderungan sikap dan 
keinginan yang kuat dari seseorang untuk selalu mendahulukan kepentingan 
orang lain daripada kepentingan diri sendiri atau golongan. 
4. Keinginan untuk membantu suatu sikap seseorang yang mencerminkan 
kejujuran dan keikhlasan dalam bekerja untuk membantu masyarakat. 
 Adapun tugas/kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam pasal 3 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) adalah sebagai berikut :5  
1. Mengucapkan sumpah atau janji PNS.  
2. Mengucapkan sumpah atau janji jabatan.  
 
                                                          




3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan Pemerintah.  
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.  
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh 
pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.  
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan PNS.  
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang 
atau golongan.  
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus 
dirahasiakan.  
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan 
negara.  
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang 
dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di 
bidang keamanan, keuangan dan materiil.  
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.  
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.  
13. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya.  
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.  
15. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas.  
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.  




 Dalam Undang-Undang Tahun 2014, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 pegawai ASN bertugas :6 
1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
 Dalam menjalankan tugas yang diberikan tersebut, maka harus bertanggung 
jawab dalam menjalankan tugas yang sudah diberikan, tanggung jawab telah 
dijelaskan dalam Surah QS. An-Nisa/5 :58 
                           




Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.7 
 
Tugas secara umum adalah sebagai “warasat al-anbiya” yang hakikatnya 
mengemban misi rahmatal li al-alamin, yakni suatu visi yang mengajak manusia 
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untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah, guna memperoleh keselamatan 
dunia akhirat.  
2. Disiplin Pegawai Negeri 
  Secara umum, disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada 
pada diri karyawan terhadap peraturan yang berlaku. Disiplin meliputi ketaatan dan 
hormat terhadap perjanjian yang dibuat antara pegawai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan. Disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi yang perlu dijatuhkan kepada 
pihak yang melanggar. Di dalam seluruh aspek kehidupan, dimanapun kita berada, 
dibutuhkan peraturan dan tata tertib yang mengatur dan membatasi setiap gerak dan 
perilaku. Peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya jika tidak ada komitmen dan 
sangsi bagi pelanggaran. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai 
Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan 
dalam Peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang apabila tidak 
ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.8 
  Disiplin di lingkungan kerja sangat dibutuhkan, karena akan menghambat 
pencapaian tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, pegawai dengan disiplin kerja 
yang baik, berarti akan dicapai pula suatu keuntungan yang berguna baik bagi 
organisasi maupun pegawai itu sendiri. Selain itu, harus mengusahakan agar 
peraturan itu bersifat jelas, mudah dimengerti, adil bagi seluruh karyawan dan 
                                                          





pimpinan. Disiplin pegawai dalam manajemen seumberdaya manusia berangkat dari 
pandangan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, luput dari kekhilafan dan 
kesalahan. Oleh karena itu setiap organisasi perlu memiliki berbagai ketentuan yang 
harus ditaati oleh para anggotanya, standar yang harus dipenuhi. Dengan kata lain 
disipin pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha bekerja secara 
kooperatif dengan para karyawan yang lain serta meningktkan prestasi kerjanya. 
Menurut Sondang P. Siagian dikatakan bahwa terhadap dua jenis disiplin dalam 
organisasi, yaitu : 
1. Pendisiplinan Preventif 
Pendisiplinan yang bersifat preventif adalah tindakan yang mendorong para 
karyawan untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi 
standar yang telah ditetapkan. Artinya melalui kejelasan dan penjelasan 
tentang pola sikap, tindakan dan perilaku yang diinginkan dari setiap anggota 
organisasi diusahakan pencegahan jangan sampai para karyawan berperilaku 
negatif.  
2. Pendisiplinan Korektif.  
Jika ada karyawan yang nyata-nyata telah melakukannya pelanggaran atau 
ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah 
ditetapkan. Kepadanya dikenakan sanksi disipliner. Berat atau ringannya 
suatu sanksi tentunya tergantung pada bobot pelanggaran yang telah terjadi. 
Artinya pengenaan sanksi diprakarsi oleh atasan langsung karyawan yang 




akhir pengenaan sanksi tersebut diambil oleh pejabat pimpinan yang memang 
berwenang untuk itu.9 
  Disiplin merupakan suatu kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan 
suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan 
peraturan yang berlaku. Hal ini juga merupakan sikap mentaati peraturan dan 
ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Menurut Hasibuan ada beberapa 
indikator disiplin kerja pegawai yaitu sebagai berikut :10 
1. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat disiplin karyawan. 
Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup 
menantang bagi kemampuan karyawan. 
2. Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan 
karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. 
3. Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan karena 
balas jasa akan memberi kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap 
perusahaan/pekerjaan.  
4. Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan 
sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan 
sama dengan manusia lainnya.  
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5. Waskat ialah tindakan nyata dan efektif untuk mencegah/mengetahui 
kesalahan, membentuk kesalahan, memelihara kedisiplinan, meningkatkan 
prestasi kerja, mengaktifkan peranan atasan dan bawahan, menggali sistem-
sistem kerja yang paling efktif, serta menciptakan sistem internal control yang 
terbaik dalam mendukung terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 
masyarakat.  
6. Sanksi Hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut 
melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap dan perilaku indisipliner 
karyawan akan berkurang. Berat ringannya sanksi hukuman yang akan 
diterapkan ikut mempengaruhi baik/buruknya kedisiplinan karyawan. Sanksi 
hukuman harus dipertimbangkan secara logis, masuk akal dan diinformasikan 
secara jelas kepada semua karyawan. Sanksi hukuman seharunya tidak terlalu 
ringan dan tidak juga terlalu berat agar tetap mendidik karyawan untuk 
mengubah perilakunya. 
  Berdasarkan uraian diatas maka terdapat pengaruh antara disiplin kerja 
dengan kinerja, karena Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah 
disiplin. Artinya semakin tinggi disiplin kerja seorang pegawai maka makin tinggi 
pula hasil kinerja pegawai tersebut. Demikian pula sebaliknya makin rendah disiplin 







B. Tunjangan Kinerja  
1. Tunjangan  
a. Pengertian Tunjangan 
Tunjangan adalah unsur-unsur balas jasa yang diberikan secara langsung atau 
tambahan penghasilan yang dapat diketahui secara pasti11. Tunjangan diberikan 
kepada pegawai dimaksud agar dapat menimbulkan atau meningkatkan semangat 
kerja dan kegairahan bagi para pegawai.  
Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri 
yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan 
didasarkan pada capaian kinerja pegawai negeri tersebut yang sejalan dengan capaian 
kinerja organisasi dimana pegawai negeri tersebut bekerja. Capaian kinerja disini 
adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada Kementerian Agama 
berdasarkan laporan kinerja setiap bulan.12 
Berkaitan dengan bahasa tentang pengertian tunjangan tersebut, berikut 
dikemukakan beberapa teori, konsep, defenisi atau batasan serta pendapat dari ahli 
dibidangnya serta analisis yang penulis berikan. Simamora mengemukakan tunjangan 
karyawan (employee benefit) adalah pembayaran-pembayaran (payments) dan jasa-
jasa (services) yang melindungi dan melengkapi gaji pokok, dan perusahaan 
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membayar semua atau sebagian dari tunjangan ini.13 Sedangkan Wungu dan 
Brotoharsojo menyatakan tunjangan adalah komponen imbalan jasa atau penghasilan 
yang tidak terkait langsung dengan berat ringannya tugas jabatan dan prestasi kerja 
pegawai atau merupakan indirect compensation. Hal senada juga dikemukakan oleh 
Samsudin, yaitu tunjangan merupakan pembayaran keuangan tidak langsung yang 
diterima seorang karyawan, misalnya asuransi jiwa dan kesehatan, cuti, pensiun, 
fasilitas pengasuhan anak, dan rabat untuk produk perusahaan.14  
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemberian tunjangan pada umumnya terkait 
dengan upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pegawainya akan rasa aman 
(security need), sebagai bentuk pelayanan kepada pegawai (employee services) serta 
menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan (company social responsibility) 
kepada para pegawainya. Dengan demikian, tunjangan pada hakikatnya dapat 
diartikan sebagai : 
a. Merupakan indirect compensation yang dapat berwujud finansial ataupun non-
finansial. 
b. Tidak berkaitan dengan kontribusi produktivitas pegawai bagi perusahaan dan 
diberikan semata-mata karena pegawai adalah anggota kelompok organisasi 
perusahaan. 
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Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1997), h. 663. 
14 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Pustaka Setia, Ceatakan 




c. Menunjukkan kesediaan perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap 
pegawainya secara social. 
d. Diberikan oleh perusahaan agar motivasi pegawai terjaga tetap tinggi, melalui 
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pegawai  
Tunjangan kinerja idealnya memang ditujukan untuk meningkatkan 
produktifitas dan kedisiplinan serta mengubah budaya kerja pegawai. Hal tersebut 
tidaklah mudah, penerapan tunjangan memerlukan pengawasan atasan langsung 
dalam menilai kinerja pegawai di bawahnya. Jika tidak maka banyak pegawai yang 
mencari cara untuk mendapatkan tunjangan kinerja tersebut. Tim penilai dan 
pengawas kinerja harus dapat menerapkan aspek – aspek penilaian kinerja secara 
objektif. Aspek – aspek penilaian kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur 
kinerja menurut hasil studi Lazer dan Wikstrom yaitu:  
1. Kemampuan teknis 
Yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan metode, teknis, dan peralatan 
yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman dan pelatihan yang 
diperolehnya.  
2. Kemampuan konseptual 
  Yaitu kemampuan untuk memahami kempleksitas perusahaan dan 
penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam bidang operasional 
perusahaan secara menyeluruh, yang pada intinya individual tersebut memahami 





3. Kemampuan hubungan interpersonal  
Yaitu antara lain kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, 
memotivasi karyawan, melakukan negosiasi, dan lain-lain.15 
Program tunjangan karyawan haruslah di rencanakan secara cermat dan tujuan 
di susun untuk digunakan sebagai pedoman guna menyusun program dalam 
menentukan kombinasi tunjangan yang optimal.16 
2. Dasar Hukum Tunjangan Kinerja 
Dasar hukum penerapan tunjangan kinerja dalam Undang-Undang Aparatur 
Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014, pasal 80 ayat (1) menyebutkan, bahwa 
selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan Fasilitas. Sedangkan pada ayat (2) 
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tunjangan adalah meliput Tunjangan 
Kinerja dan Tunjangan Kemahalan. Dan dasar hukum tunjangan kinerja juga dapat di 
lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja 
bagi Pegawai dan dalam Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai.  
Selanjutnya penetapan tunjangan kinerja di Indonesia pastinya dilakukan 
berdasarkan Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada, yaitu Undang – 
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian terkandung prinsip-prinsip bagi 
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tunjangan kinerja Pegawai Negeri yaitu: (i) legalitas; (ii) adil dan layak berdasarkan 
beban kerja; dan (iii) menjamin kesejahteraan.17 Penjelasan masing-masing prinsip 
tersebut, dijelaskan sebagai berikut.  
Prinsip legalitas tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999. Asas legalitas berarti tidak satupun perbuatan atau keputusan dari 
pejabat atau birokrat yang bersangkutan, boleh dilakukan tanpa dasar suatu ketentuan 
Undang-Undang. Untuk itu para pejabat atau para birokrat, harus memperhatikan tiga 
unsur legalitas, yaitu: (1) peraturan tertulis; (2) penyebaran atau penggunaan 
peraturan; (3) tidak berlaku surut.  
Prinsip adil dan berdasarkan beban kerja dan prinsip menjamin kesejahteraan 
tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian, yaitu disebutkan bahwa : 
a. Setiap Pegawai Negara berhak memperoleh gaji yang adil dan layak serta menjamin 
Kesejahteraan Pegawai Negeri. 
b. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan.  
c. Selain gaji,Pegawai Negeri juga menerima tunjangan dari fasilitas yang meliputi 
tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. 
Selanjutnya berdasarkan asas legalitas tersebut maka peraturan lebih lanjut 
mengenai tunjangan kinerja Pegawai Negeri diatur juga dengan Peraturan 
Pemerintah. Sampai sekarang Peraturan Pemerintah merupakan peraturan organik 
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dari Undang-Undang Kepegawaian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil dan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001.18 
Mengenai penggajian dan tunjangan juga dijelaskan juga pada Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
pada pasal 79 dan pasal 80 yakni (i) pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan 
layak kepada PNS seta menjamin kesejahteraan PNS; (ii) gaji sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko 
pekerjaan; (iii) gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan 
secara bertahap; (iv) gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada 
anggaran pendapatan dan belanja negara, dan (v) gaji PNS yang bekerja pada 
pemerintah daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 
80 menjelaskan selain gaji sebagaimana di dalam pasal 79, PNS juga menerima 
tunjangan dan fasilitas, yang meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan, 
tunjangan kinerja dibayar sesuai dengan pencapaian kinerja.19 
2.  Kinerja 
a. Pengertian Kinerja  
Kinerja berasal dari kata to perform yang artinya melakukan suatu kegiatan 
dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang 
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diharapkan. Sementara itu dalam praktek manajemen sumber daya manusia banyak 
terminology yang muncul dengan kata kinerja yaitu evaluasi kinerja (performance 
evalution), dikenal juga dengan istilah penilaian kinerja (performance appraisal) pada 
dasarnya merupakan proses yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi job 
performance. 
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 
organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Oleh 
karena itu, jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan dalam pengukuran, maka 
kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila 
tidak ada tolak ukur keberhasilannya.20 
Menurut Yaslis Ilyas kinerja adalah penampilan hasil karya personel baik 
kualitas maupun kuantitas dalam suatu organisasi.21 Menurut Mangkunegara kinerja 
merupakan hasil kinerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 
dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 
kepadanya. Sedangkan sebagian mendefinisikan kinerja sebagai suatu keseluruhan 
kemampuan seseorang untuk bekerja sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan 
kerja yang optimal dan berbagai sasaran yang telah diciptakan dengan pengorbanan 
yang secara rasio lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang dicapai. 
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 Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kinerja 
personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas pada personel yang memaku jabatan 
fungsional maupun structural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran dalam 
organisasi. Malayu S.P Hasibuan mengemukakan kinerja (prestasi kerja) adalah suatu 
hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 
padanya yang didasarkan atas kecatatan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.22 
 Menurut Suryadi prawirosentono kinerja adalah merupakan hasil kerja yang 
dapat di capai oleh seseorang atau kelompok orang dan organisasi, sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan 
organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 
moral dan etika.23  
 Dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil 
kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai 
peranannya dalam organisasi. Kinerja juga berarti hasil yang dicapai seseorang baik 
kualitas maupun kuantitas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 
Selain itu kinerja seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, inisiatif, 
pengalaman kerja, dan motivasi karyawan. Hasil kerja seseorang akan memberikan 
umpan balik bagi orang itu sendiri untuk selalu aktif melakukan pekerjaannya secara 
baik dan diharapkan akan menghasilkan mutu pekerjaan yang baik pula. 
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b. Dasar Hukum Kinerja Pegawai di Indonesia 
Yang menjadi dasar hukum kinerja pegawai adalah :  
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 1999.  
2. Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja 
Pegawai Negeri Sipil.  
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi 
Kerja Pegawai Negeri Sipil.  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil 
Negara (ASN).24 
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pegawai 
Menurut Melayu S.P. Hasibuan mengungkapkan bahwa “Kinerja merupakan 
gabungan tiga faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, 
kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat 
motivasi pekerja”. Apabila kinerja tiap individu atau karyawan baik, maka 
diharapkan kinerja akan baik pula.25 
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Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja menurut Keith Davis dalam 
bukunya A. A. Anwar Prabu Mangkunegara adalah faktor kemampuan (ability) dan 
faktor motivasi (motivasion).  
Secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) 
dan kemampuan reality (knowledge + skill).“Artinya, pimpinan dan karyawan yang 
memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) apabila IQ superior, very superior, gifted 
dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 
mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan mudah mencapai kinerja yang 
maksimal”.26  
Kinerja karyawan sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan dari 
pemerintah, maka dari itu peningkatan atas prestasi kerja sangat penting untuk 
meningkatkan kemampuan karyawan dalam berorganisasi. 
Faktor motivasi (motivation), motivasi artinya suatu sikap (attiude) seorang 
pemimpin dari karyawan terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan institusi atau 
organisasinya.  
“Motivasi diartikan suatu sikap (attiude) pimpinan dan karyawan terhadap 
situasi kerja (situation) dilingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap 
positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukan motivasi kerja tinggi 
dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif (kontrak) terhadap situasi kerja 
akan menunjukan kerja yang rendah, situasi kerja yang dimaksud mencakup 
antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, kebijakan pimpinan, pola 
kepemimpinan kerja dan kondisi kerja”.27 
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Motivasi dalam situasi kerja merupakan suatu sikap terhadap situasi kerja 
dilingkungan tempat kerjanya. Motivasi seseorang dalam bekerja dapat menempatkan 
diri sendiri di lingkungan kerja mereka agar dapat meningkatkan sikap yang positif 
(pro) terhadap lingkungannya sehingga dapat menunjukan motivasi yang tinggi 
dalam bekerja. 
d. Indikator Kinerja Pegawai 
Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam 
organisasi, perusahaan/ instansi adalah menilai kinerja karyawan atau pegawai. 
Penilaian kinerja dikatakan penting mengingat melalui penilaian kinerja dapat 
diketahui seberapa tepat pegawai telah menjalankan fungsinya. Ketepatan pegawai 
dalam menjalankan fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja 
organisasi secara keseluruhan. Selain itu, hasil penilaian kinerja pegawai akan 
memberikan informasi penting dalam proses pengembangan pegawai.28 
Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan 
kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sesungguhnya pengukuran kinerja 
punya makna ganda, yaitu; pengukuran kinerja itu sendiri dan evaluasi kinerja. 
Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja itu sendiri 
dan penetapan indikator kerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi melalui 
sistem pengumpulan dan pengolahan data informasi untuk menentukan pencapaian 
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tingkat kinerja suatu kegiatan.29 Mondy & Noe mendefinisikan penilaian kinerja 
sebagai suatu sistem yang bersifat formal yang dilakukan secara periodik  untuk 
mereview dan mengevaluasi kinerja pegawai.30 
Dalam penilaian kinerja Mondy & Noe memandang perlu adanya evaluasi 
untuk mengetahui setiap kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas pokok yang 
ditentukan lembaga atau perusahaan. 
Ukuran secara kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan tingkatan 
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan adalah merupakan sesuatu 
yang dapat dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat bahwa 
kinerja setiap hari dalam perusahaan dan perseorangan terus mengalami peningkatan 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 
Indikator Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara mengemukakan 
bahwa indikator kinerja yaitu : 31 
a. Kuantitas Kerja, standar ini dilakukan dengan cara membandingkan antara 
besarnya volume kerja yang seharusnya (standar kerja normal) dengan 
kemampuan sebenarnya.  
b. Kualitas Kerja, standar ini menekankan pada mutu kerja yang dihasilkan 
dibandingkan volume kerja.  
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c. Pemanfaatan Waktu, yang penggunaan masa kerja disesuaikan dengan 
kebijaksanaan perusahaan.  
d. Tingkat Kehadiran, asumsi yang digunakan dalam standar ini adalah jika 
kehadiran pegawai di bawah standar kerja ditetapkan maka pegawai tersebut tidak 
akan mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan.  
e. Kerjasama, keterlibatan seluruh pegawai dalam mencapai target yang ditetapkan 
akan mempengaruhi keberhasilan bagian yang diawasi. Kerjasama antara pegawai 
dapat ditingkatkan apabila pimpinan mampu memotivasi pegawai dengan baik. 
Adapun ciri-ciri pegawai yang produktif menurut Dale Timpe dalam Husein 
Umar adalah:32 
1. Cerdas dan dapat belajar dengan relatif cepat.  
2. Kompeten secara profesional.  
3. Kreatif dan inovatif.  
4. Memahami pekerjaaan.  
5. Belajar dengan cerdik, menggunakan logika, efisien, tidak mudah macet 
dalam pekerjaan.  
6. Selalu mencari perbaikan-perbaikan, tetapi tahu kapan harus terhenti. 
7. Dianggap bernilai oleh atsannya.  
8. Memiliki catatan prestasi yang baik.  
9. Selalu meningkatkan diri. 
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Sedangkan menurut Peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia 
Nomor 49 Tahun 2014 menyangkut Penilaian Kinerja Pegawai yang tercantum pada 
pasal 8 (i) penilaian kinerja pegawai didasarkan pada kehadiran kerja dan capaian 
kinerja pegawai, (ii) penilaian capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan berdasarkan kontrak kinerja yang telah disepakati antara atasan 
langsung dengan pegawai yang bersangkutan, dan; (iii) penilaian kinerja pegawai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.33 
C. Kinerja Pegawai Dalam Perspektif Islam 
  Dalam perspektif Islam bekerja tidak hanya sebatas ubudiyah saja, karena 
pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah Amal (balasan) yang 
akan kita terima. Dalam konteks ini pekerjaan tidak hanya bersifat ibadah dan 
ukhrowi, akan tetapi juga kerja-kerja sosial yang bersifat duniawi. Sesuai firman 
Allah SWT dalam QS An-Nahl/16: 97. 
                              
            
 
Terjemahanya: 
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Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 
kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada 
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.34 
 
Ditekankan dalam ayat diatas bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam 
mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Artinya 
bahwa para pegawai dituntut bekerja lebih giat agar dapat menciptakan tujuan dan 
mengoptimalkan kerja dalam pelayanan kepada masyarakat.  
Firman Allah SWT dalam QS At-Taubah/9: 105. 
                            
                  
Terjemahnya: 
Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.35 
 
Dari Ibnu Umar Radhiallahu ‘anhuma, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 
‘alaihi wa Sallam memegang pundakku, lalu bersabda: Jadilah engkau di dunia ini 
seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu 
anhuma berkata: Jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi 
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dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore dan pergunakanlah 
waktu sehatmu sebelum kamu sakit dan waktu hidupmu sebelum kamu mati. 
Hadis ini menganjurkan agar mempergunakan saat sehatnya dan berusaha 
dengan penuh kesungguhan selama masa itu karena khawatir bertemu dengan masa 
sakit yang dapat merintangi upaya beramal. Begitu pula dengan kalimat “waktu 
hidupmu sebelum kamu mati” mengingatkan agar mempergunakan masa hidupnya, 
karena angan-angannya lenyap serta akan muncul penyesalan yang berat karena 
kelengahannya sampai dia meninggalkan kebaikan. 
Hadis diatas juga dapat dijadikan prinsip dasar serta konsep kinerja. Dalam 
hadis ini terdapat anjuran bagi seseorang untuk menggunakan waktu atau kesempatan 
yang ada dengan sebaik-baiknya. Hadis ini juga mengandung arti larangan bahwa 
janganlah menunda amal yang dapat dilakukan pada waktu dan kesempatan yang ada. 
Tentunya amal-amal yang baik dan dapat diartikan sebuah pekerjaan. 
Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah QS. Al-Ashr/103 : 1-3 
.                         
                  
Terjemahan:  
(1)Demi masa. (2.) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 
(3)kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 
kesabaran. 
 
Dalam ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu akan rugi 




yang tidak menghargai waktu untuk hal-hal yang bermanfaat niscaya manusia itu 
akan rugi. Seperti halnya pegawai KUA Kec.Bontomarannu dalam hal pelaksanaan 
tupoksi masing-masing pegawai dalam mengerjakan tugasnya dengan menggunakan 
waktunya secara baik. 
Islam memandang dunia sebagai jembatan atau ladang bagi manusia untuk 
mencapai kehidupan yang kekal di akhirat kelak dengan kegembiraan. Dunia adalah 
tempat manusia bekerja dan beramal, namun orientasi pekerjaan tersebut adalah 
akhirat sebab dalam Islam kehidupan akhirat jauh lebih berharga dibandingkan dunia. 
Oleh sebab itu setiap umat hendaknya tidak hanya memperhatikan urusan dunianya 
dan melupakan masalah akhiratnya. 
Setiap individu yang diberi tugas atau kepercayaan untuk bekerja pada suatu 
organisasi tertentu diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan dan 
memberikan konstribusi dan maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi 
tersebut. 
Kinerja Ekonomi Islam adalah suatu pencapaian yang diperoleh seseorang atau 
organisasi dalam bekerja/berusaha yang mengikuti kaidah-kaidah agama atau prinsip-
prinsip ekonomi Islam. Terdapat beberapa dimensi kinerja Islami meliputi:  
1. Amanah dalam bekerja yang terdiri atas profesional, jujur, ibadah dan amal 
perbuatan dan  
2. Mendalami agama dari profesi terdiri atas memahami tata nilai agama, dan 




Elemen kinerja sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam:  
1. Kinerja material adalah keuntungan atau laba yang cukup untuk memenuhi 
kebutuhan rumah tangga yang diperoleh dengan jujur, tidak merugikan orang 
lain dan digunakan untuk investasi demi keberlangsungan hidup institusi atau 
organisasi.  
2. Kinerja mental adalah melalukan sebuah pekerjaan hendaknya dilakukan 
dengan tekun dan perasaan bahagia. Menikmati hasil yang diperoleh, dan 
menumbuhkan kepercayaan diantara sesama.  
3. Kinerja spritual adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, 
menganggap bekerja sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT, selalu merasa 
bersyukur dengan hasil yang diperoleh dan tetap taat kepada Allah SWT.  
4. Kinerja persaudaraan adalah terciptanya hubungan sosial yang harmonis dan 
baik dalam lingkungan institusi dan masyarakat.   
Indikator kinerja adalah tolak ukur kuantitatif dan kualitatif yang 
menggunakan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan kegiatan/usaha yang telah 
ditetapkan. Islam mempunyai beberapa unsur dalam melakukan penilaian kinerja 
suatu kegiatan/usaha yang meliputi :36  
1. Niat bekerja karena Allah SWT. 
2. Dalam bekerja harus memberi kaidah/norma/syariah secara totalitas. 
3. Motivasi bekerja adalah mencari keberuntungan di dunia dan akhirat. 
                                                          
36 Mul Irawan, Artikel: web.unair.ac.id/artikel_detail, Universitas Airlangga, diakses hari 




4. Dalam bekerja dituntut penerapan azas efisiensi dan manfaat dengan tetap 
menjaga kelestarian lingkungan. 
5. Mencari keseimbangan antara harta dengan ibadah, dan berhasil dalam 
bekerja hendaklah bersyukur kepada Allah SWT.  
Dari sini dapat dijelaskan bahwa Islam melalui penerapan hukum-hukum 
Allah menjamin keberlangsungan umat Islam khususnya dan umat manusia pada 
umumnya, yaitu melalui proteksi terhadap elemen-elemen penting dalam hidup dan 
kehidupan : amanah dalam bekerja yang terdiri atas profesional, jujur, ibadah, amal 
perbuatan dan mendalami agama dari profesi terdiri atas memahami tata nilai agama, 
dan tekun bekerja. Dari kedua dimensi kinerja islam itu merupakan hal yang penting 
dalam berkinerja yang baik dan tolak ukur kinerja islam dalam penilaian kinerja yang 
sudah dijelaskan diatas menjadi salah satu tolak ukur bagi karyawan dalam berkinerja 
dengan baik. 
Pemberian tunjangan kinerja di ruang lingkup Kementerian Agama 
merupakan imbalan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan grading atau posisi 
jabatan dan kinerja yang dihasilkan. Pemberian tunjangan kinerja sangat penting bagi 
pegawai guna merangsang seseorang untuk melakukan pekerjaan melebihi apa yang 
diinginkan oleh organisasi. Disamping itu, pemberian tunjangan kinerja juga 
berfungsi sebagai penghargaan dari pegawai yang telah melakukan suatu pekerjaan 
yang telah ditetapkan oleh pimpinan.  
Sistem tunjangan kinerja mempunyai arti pemberian hadiah, penghargaan atau 




yang diberikan kepada pegawai berdasarkan dari Prestasi Kerja dalam bentuk uang 
selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional 
yang ditetapkan pemerintah.37 
 
                                                          





A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang 
menggunakan data kualitatif yaitu penelitian yang datanya di gali melalui 
pengamatan-pengamatan dan sumber data dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan pendekatan fenomenologi dengan mengamati pemberian tunjangan 
kinerja kepada PNS KUA Kec. Bontomarannu Kab. Gowa. Tujuannya adalah untuk 
menghasilkan deskripsi, pandangan-pandangan dan penjelasan tentang peristiwa 
sosial tertentu sehingga peneliti mampu mengungkap makna yang ada dalam 
lingkungan sosial.21 
2. Lokasi Penelitian 
Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah KUA Kec. 
Bontomarannu Kab. Gowa.  
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi 
Islam yang memuat tentang pembahasan mengenai pemberian tunjangan kinerja  di 
KUA Kec. Bontomarannu dalam pandangan Ekonomi Islam dan pendekatan 
fenomenologi. Menurut Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa fenomenologi 
                                                          
21 Syahrul Alim. Potensi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar . 
Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016, h.48. 
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merupakan suatu tipe/jenis penelitian kualitatif yang berusaha memahami makna dari 
suatu peristiwa dan interaksi orang dalam situasi tertentu.22 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian 
yaitu berupa wawancara atau observasi terhadap PNS KUA Kec. 
Bontomarannu Kab. Gowa. 
2. Data sekunder diperoleh dari studi perpustakaan terhadap buku-buku, jurnal, 
skripsi, dan sumber data pustaka lainnya yang menunjang penelitian ini. Data 
ini digunakan oleh penulis untuk lebih menyempurnakan dan melengkapi data 
primer yang berkaitan dengan penelitian. 
D. Tekhnik Pengumpulan Data 
Metode  pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu 
penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 
metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Observasi  
Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan 
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pengindraan.23 Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati 
langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu 
dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan. 
Observasi sangat perlu guna mendeskripsikan realita dalam pemberian tunjangan 
kinerja. Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan metode Non-Participation 
observer yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat (atau peneliti) tidak terlibat 
langsung dalam kegiatan kelompok, atau dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut 
serta dalam kegiatan yang diamatinya.24 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 
mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara 
(interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses tanya jawab pewawancara dan 
sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.25 
Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 
harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terbuka yaitu wawancara yang 
dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi 
jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka. Wawancara 
                                                          
23 M. Burhan Mangin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: 
Kencana.2013).h.142. 
24 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Jakarta: 
Kencana.2014).h.384. 
25 A. Muri Yusuf. Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.h.372. 
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terbuka memiliki kelebihan dari segi kekayaan datanya, akan tetapi sulit untuk 
mengklasifikasikan jawaban yang diajukan.26 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara 
mengambil atau membuat dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu. Dalam 
melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti 
buku-buku majalah dokumen peraturan-peraturan catatan harian dan sebagainya. 
Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibal dan dapat 
dipercaya jika didukung dengan dokumentasi.  
E. Instrumen Penelitian 
Instrument penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam 
kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan yang dilakukan menjadi sistematis. 
Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan instrument penelitian 
seperti, pedoman wawancara, pedoman observasi, dokumentasi dan alat perekam. 
F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 
Adapun teknik pengolahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
tekhnik kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan 
induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati 
dengan menggunakan logika ilmiah serta penekanannya pada usaha menjawab 
                                                          





pertanyaan kemudian disimpulkan dan digeneralisisr berdasarkan kaidah-kaidah 
umum dalam norma dan hukum Islam. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan data dalam metode penelitian kualitatif menggunakan 
validitas interbal pada aspek nilai kebenaran pada penerapannya ditinjau dari validitas 
eksternal dan realibilitas pada aspek konsistensi, serta obyektifitas pada aspek 
naturalis. Adapun pada peneitian ini, tingkat keabsahan ditekankan pada data yang 







A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah KUA Kec. Bontomarannu 
Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada 
di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. 
Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 
tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan 
yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram 
telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang 
kepenghuluan. Pada masa pemeritahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan 
sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk 
Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 
1933 NO. 98 dan Huwelijs Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO.482. Untuk Daerah 
Vortenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut 
dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawanya diperoleh dari hasil biaya 
nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid. 
Pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 
Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada 
waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura 





jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH.Hasim 
Asy’ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan 
Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi 
mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut 
mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian 
Agama. 
Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat 
dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang 
mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, maka lahirlah 
Kementrian Agama. Pembentukan Kementrian Agama tersebut selain untuk 
menjalankan tugasnya sebagai penanggug jawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan 
pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status 
Shumubu ( Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat ) pada masa penjajahan Jepang. 
Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 
I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. 
Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah 
penataan struktur di lingkungan Kementrian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama 
H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan 
Departemen Agama. Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan 
berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan 
Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas 





sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan 
hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan agama, serta 
Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak 
Presiden dan Bupati. Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama 
mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang 
menyatakan, bahwa: pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah 
atau SHUMUKA (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk 
dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama. 
Daerah yang berada di bawah wewenang Kementrian Agama. Kedua, 
Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan 
Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak 
Kementrian Agama. Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah 
wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementrian Agama. Sebelum 
maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan 
agama didaerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman 
penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama yang telah 
tersebar ke seluruh pelosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. 
Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (bukan pegawai negeri). 
Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, 
talak, rujuk, kemasjidan/ perwakafan, ditingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, 
ditingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. Selanjutnya 





Nopember 1946 tentang Susunan Kementrian Agama. Pada tahap awal struktur 
organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat 
yang berdiri dari 8 bagian yaitu:  
a. Sekertariat  
b. Kepenghuluan 
c. Pendidikan Agama 
d. Penerangan Agama  
e. Masehi Kristen 
f. Masehi Katolik 
g. Pegawai 
h. Keuangan/Perbendaharaan 
Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 
tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan 
diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang semula terangkap 
fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukanya undang-undang tersebut diangkat 
tersendiri oleh Kementrian Agama. Petugas yang mengurusi agama di desa, 
khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah jawa bisa disebut 
dengan modin) diterbitkan dan diatur tersediri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 
tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditanda tanggani Menteri Dalam Negeri Mr. 
Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat 
tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan 





pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa 
hak menggarap (mengelola) tanah bengkok milik desa. 
Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas 
politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela 
Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan: Pertama, tanggal 21 Juli 1947 
dan kedua tanggal 19 Desember 1948. Kabinet yang dibentuk Pemerintah Republik 
Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet sistem 
parlementer. Dalam situasi perang (karena aksi militer), penataan kantor Agama di 
daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, kantor Agama berpindah-pindah, dari 
daerah yang di duduki Belanda kedaerah yang secara de facto masih dikuasai oleh 
pemerintah Republik Indonesia. Saat itu Pemerintah Agama menginstruksikan bahwa 
dalam menghadapi perang melawan kolonial Belanda, setiap aparat Kementerian 
Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia. 
Karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jama’ah haji 
sempat dihentikan. Struktur Kantor Agama terus berlangsung hingga terjadi 
penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan 16 PP Nomor 8 
tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementrian Agama. 
Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut: 
a. Tingkat pusat dengan susunan Organisasi sebagai berikut:  
1. Menteri Agama. 
2. Sekretariat Jenderal yang terdiri dari: Bagian Sekretariat; Bagian 





b. Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:  
1. Kantor Agama Provinsi. 
2. Kantor Agama Kabupaten. 
3.  Kantor Kepenghuluan Kawedanan. 
4.  Kantor Kenaiban kecamatan.  
Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 
Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SDtahun 1946 
tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan pembangunan nasional 
yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, 
agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan 
dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, 
berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya. 
Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. 
Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama 
Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan 
(Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementrian Agama 
Pusat Bagian B, yaitu: Bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan 
Agama. 
Untuk di Kabupaten Gowa, KUA Kec. Bontomarannu terbentuk pada tahun 





Somba Opu. Pada tahun 2004 terjadi pemekaran masing-masing KUA, sehingga 
KUA Kec.Bontomarannu sudah berdiri sendiri sampai saat ini. 
Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri 
Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan 
Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah 
kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama 
Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas 
dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai 
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama 
Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan 
demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui 
keberadaanya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian 
dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan. 
2. Visi & Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bontomarannu 
a. Visi 
Menjadikan masyarakat Bontomarannu beriman, bertaqwa, dan berakhlaqul 
karimah yang mampu mengetahui, memahami dan melaksanakan ajaran 
agamanya dengan baik dan benar. 
b. Misi  
1. Meningkatkan penghayatan moral, kedalaman spiritual dan etika keagamaan, 





2. Meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan nikah, pengembangan 
keluarga sakinah, pembinaan jaminan produk halal, pembinaan jaminan 
produk halal, pembinaan ibadah social dan kemitraan umat Isam. 
3. Meningkatkan kualitas ibadah, memperkokoh kerukunan antar umat beragama 
bersama lembaga dan instansi terkait lainnya. 
 
3. Jumlah Pegawai 
Jumlah pegawai pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bontomarannu 
sebanyak 11 orang. 
a. Kepala KUA   : Drs. H. Darul Aqsa, SH. MH 
b. Pengolah Data   : Syamsiah 
: Idawati Arsyad, S. Pd.I 
c. Administrasi   : Herlina, S. Sos. I 
: A. Amaliah, S. HI 
: Eliswati, SH 
: Muh. Ridwan, S. Ag 
d. Penghulu    : Rasiduddin, S. Sos. I 
e. Penyuluh    : Putriani, S. Ag 
: Drs. Abdul Jabbar Tahuddin 























Penyl. Fungsi Lain 






Dokumen dan Sistem 
Informasi Manajemen 
Pelayanan, Pengawasan, 
Pencatatan dan Pelaporan 
Nikah Rujuk 
KELOMPOK FUNGSIONAL 
FUNGSIONAL PENYULUH FUNGSIONAL PENGHULU  
  KEPALA KUA KEC. BONTOMARANNU 










1 1 Rp.  1.766.000 
2 2 Rp.  1.867.000 
3 3 Rp.  1.972.000 
4 4 Rp.  2.082.000 
5 5 Rp.  2.199.000 
6 6 Rp.  2.399.000 
7 7 Rp.  2.616.000 
8 8 Rp.  2.927.000 
9 9 Rp.  3.348.000 
10 10 Rp.  3.952.000 
11 11 Rp.  4.519.000 
12 12 Rp.  6.045.000 
13 13 Rp.  7.293.000 
14 14 Rp.  9.600.000 
15 15 Rp. 12.518.000 
16 16 Rp. 16.413.000 
17 17 Rp. 22.842.000 
 
Tunjangan Kinerja dibayarkan berdasarkan kelas jabatan yang diduduki 
Pegawai. Pemberian Tunjangan kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja. Salah 
satu alat ukurnya adalah pemenuhan jam kerja. Jika jam kerja tidak dipenuhi sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku maka akan ada pemotongan tunjangan kinerja yang 
besarannya bergantung pada banyak sedikitnya jam yang tidak dipenuhi.27Adapun 
jam kerja di Kantor KUA yang ditetapkan oleh  Kementerian Agama sebagai berikut: 
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a. hari Senin - Kamis 
jam kerja : 07.30- 16.00 
jam istirahat : 12.00- 13.00 
 
b. hari Jum'at 
jam kerja : 07.30- 16.30 
jam istirahat : 11.30 - 13.00 
 
Hari kerja di Kementerian Agama ditetapkan 5 (lima) hari  kerja dalam satu 
minggu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat atau setara dengan 37,5 jam. 
Adapun Penilaian Kinerja Pegawai dilihat dari: 
1. Penilaian Kinerja Pegawai didasarkan kehadiran dan capaian kinerja pegawai 
setiap akhir bulan. 
2. Pegawai berhak mendapatkan pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan 
kelas jabatannya. 
3. Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat struktural, 
penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya terhitung 
sejak tanggal pelantikan atau penetapan pejabat yang bersangkutan. 
4. Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat fungsional umum dan 
fungsional tertentu, penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada bulan 
berikutnya terhitung sejak dikeluarkannya Surat Pernyataan Menduduki 
Jabatan yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang. 
Adapun pembayaran, penambahan dan pengurangan tunjangan kinerja yaitu:  






2. Tunjangan Kinerja bagi calon PNS dibayarkan 80% dari jumlah tunjangan 
Kinerja pada jabatan yang akan didudukinya. 
3. Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS yang belum tersertifikasi 
dibayarkan 100% dari kelas jabatannya. 
4. Tunjangan kinerja bagi pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena 
melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya sampai bulan ke-6 
(enam) sejak melaksanakan tugas belajar. 
5. Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama yang sudah mendapatkan 
tunjangan profesi dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan Kinerja kelas 
jabatannya dengan tunjangan profesi. 
6. Bagi pegawai yang mendapatkan nilai capaian sangat baik maka akan 
mendapatkan tambahan 50% dari selisih tunjangan Kinerja kelas jabatan 
diatasnya. 
Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kehadiran yang dibuktikan 
dengan rekam kehadiran elektronik dan capaian kinerja bulan sebelumnya. Adapun 
pengurangan tunjangan kinerja diberikan kepada: 
a. Pegawai yang tidak masuk kerja. 
b. Pegawai yang terlambat masuk kerja. 
c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya. 






e. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin. 
f. Pegawai yang nilai capaian kinerja tahunannya dibawah baik. 
g. Pegawai yang tidak masuk kerja selama satu hari dikurangi 3% tunjangan 
kinerjanya Pegawai yang tidak berada di tempat tugas tanpa ada izin maka 
dikurangi Tunjangan Kinerjanya 2%. 
B. Pemberian Tunjangan Kinerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. 
Bontomarannu 
Pemberian tunjangan kinerja merupakan salah satu upaya dalam rangka 
Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai. Dengan 
diberlakukannya pemberian tunjangan kinerja ini, diharapkan reformasi birokrasi 
mendorong agar adanya percepatan perubahan perbaikan kinerja aparatur 
pemerintah. 
Pemberian tunjangan kinerja merupakan salah satu cara dalam meningkatkan 
kinerja dan produktivitas para pegawai. Hal ini dilakukan untuk memotivasi para 
pegawai dalam bekerja.Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala KUA: 
“Latar belakang diberikan tunjangan kinerja yaitu untuk peningkatan 
profesional dan peningkatan kinerja pegawai”28 
 
Pernyataan Kepala KUA diatas menunjukkan bahwa dengan adanya 
tunjangan kinerja diharapkan kepada pegawai untuk lebih profesional dalam bekerja 
sesuai tupoksi masing-masing, dimana sebelum adanya tunjangan kinerja pegawai 
                                                          






belum mengetahui tupoksinya masing-masing, sebagaimana yang dikatakan pegawai 
KUA: 
Dalam Pemberian tunjangan kinerja pegawai mengetahui tupoksinya 
dibanding sebelum adanya pemberian tunjangan kinerja dan  memberikan 
motivasi kepada pegawai untuk menyelesaikan tupoksinya masing-masing.29 
 
Tunjangan kinerja memberikan dampak positif kepada pegawai dalam hal 
peningkatan kinerja dan antusias pegawai dalam menyelesaikan tugasnya, hal ini 
disebabkan tupoksi masing-masing pegawai sudah jelas.Akan tetapi, dalam 
menyelesaikan tugas para pegawai dihambat dengan kurangnya pengetahuan dalam 
mengoperasikan komputer, dimana saat ini seluruh pekerjaan dalam hal kegiatan dan 
laporan pegawai dikerjakan melalui komputer, hal ini dibenarkan oleh pegawai 
KUA: 
“kami tidak menguasai ilmu tekhnologi dan komputer”30 
 Hal inilah yang menjadi kendala dalam melaksanakan pekerjaan pegawai di 
KUA, sehingga berdampak pada kerja yang tidak berimbang antar pegawai pada 
suatu unit, pegawai yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer pada 
umumnya mendapat pekerjaan yang berlimpah, bahkan menyebabkan jam kerjanya 
melebihi jam kerja normal (produktivitas tinggi). 
Disamping itu, dalam pemberian tunjangan kinerja terjadi peningkatan 
kedisiplinan pegawai dalam hal kehadiran,sebagaimana yang dikatakan oleh pegawai 
Kantor KUA: 
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Saya sendiri merasakan dengan adanya tunjangan kinerja kehadiran kami 
lebih disiplin yang dimana sebelum adanya tunjangan kinerja kehadiran kami 
diatas jam 08:00, dan setelah adanya tunjangan kinerja kehadiran kami bisa 
hadir sebelum jam 7:30.31 
 
Berdasarkan penuturan Bapak Jabbar, dia sangat termotivasi untuk bisa lebih 
disiplin dalam hal kehadiran , karena pada dasarnya itu merupakan salah satu 
penilaian dalam mendapatkan tunjangan kinerja.  
Sejalan dengan pendapat Bapak Jabbar, menurut saudara Rasiduddin dia juga 
termotivasi dalam hal kehadiran, dia mengatakan bahwa: 
“Otomatis disiplin meningkat karena dengan adanya tunjangan ada nilai plus 
didalamnya” 
 
Pemberian tunjangan kinerja akan dikurangi jumlahnya berdasarkan 
keterlambatan pegawai, sehingga memberikan dorongan motivasi kepada pegawai 
KUA Kec. Bontomarannu untuk bisa hadir sesuai waktu yang telah ditentukan. 
Kementerian Agama dalam menetapkan penilaian pemberian tunjangan  
kinerja pegawai didasarkan pada kehadiran kerja dan laporan kinerja pegawai setiap 
akhir bulan. Sebagaimana yang dijelaskan kepala KUA: 
Dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai harus menyerahkan laporan 
kehadiran yang berdasarkan rekam kehadiran elektronik dan laporan kerja 
harian setiap akhir bulan kemudian selanjutnya diteliti oleh kepegawaian di 
Kantor Kementerian Agama KabupatenGowa. 
 
Pernyataan Kepala KUA diatas menunjukkan bahwa Kehadiran kerja dan 
laporan kinerja menjadi penilaian dalam pemberian tunjangan.Kehadiran kerja 
sendiri dilihat dari rekam kehadiran elektronik, sedangkan laporan kinerja terbagi 
                                                          






menjadi 2 yaitu laporan harian, dan laporan mingguan yang direkap dalam satu 
bulan, itu dilakukan untuk melihat capaian kinerja pegawai, yang salah satu alat 
ukurnya adalah pemenuhan jam kerja. 
Penilaian pemberian tunjangan kinerja dinilai dari pemenuhan jam kerjanya 
dilihat dari daftar hadir pegawai tanpa melihat berat beban kerja sehingga 
menimbulkan ketidakseimbangan antara tunjangan yang didapatkan dengan beban 
kerja yang dilakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh pegawai KUA: 
Pembayaran tunjangan kinerja hanya dihitung dari jam kedatangan sampai  
jam pulang, bukan dilihat dari beban kerjanya. Jadi, pemberian tunjangan 
kinerja ini belum ada korelasi dengan beban kerja.32 
 
Ibu Idawati tidak menyetujui penerapan sistem ini sebab yang dilihat hanya 
pemenuhan jam kerja, sementara yang harus dinilai adalah berat beban kerjanya 
bukan pemenuhan jam kerja yang dilihat dari jam kedatangan sampai jam pulang. 
Sistem Penilaian dalam pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai di KUA 
Kec. Bontomarannu ternyata memiliki kekurangan, karena ada pegawai yang jika 
dilihat dari kehadiran mereka memenuhi syarat dalam pemberian tunjangan kinerja, 
tetapi jika dilihat dari beban kerjanya tidak sesuai dengan tunjangan yang 
didapatkan, karena ada pegawai yang hanya datang pada saat pagi lalu pergi dan 
kembali pada sore hari sementara beban kerjanya dibebankan kepada pegawai lain.  
 
 
                                                          





C.  Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Tunjangan Kinerja di KUA 
Kec. Bontomarannu 
Menurut kamus  besar bahasa Indonesia yang diterbitkan tahun 2008, 
tunjangan kinerja adalah berupa pemberian hadiah (penghargaan atau jasa), bayaran, 
imbalan atau kompensasi atau upah.33 Tunjangan kinerja adalah penghasilan yang 
diberikan kepada pegawai berdasarkan dari Prestasi Kerja dalam bentuk uang selain 
gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang 
ditetapkan pemerintah.34 
Pemberian tunjangan kinerja merupakan salah satu cara dalam meningkatkan 
kinerja dan produktivitas para pegawai. Hal ini dilakukan untuk memotivasi para 
pegawai dalam bekerja dan dengan adanya tunjangan kinerja diharapkan kepada 
pegawai untuk lebih profesional dalam bekerja sesuai tupoksi masing-masing. 
 Kinerja  Islam  adalah  suatu  pencapaian  yang  diperoleh  seseorang atau  
organisasi  dalam  bekerja/berusaha  yang  mengikuti  kaidah -kaidah agama  atau  
prinsip-prinsip  ekonomi  Islam. Islam  telah  mengatur  bahwa setiap orang mampu 
berkinerja dengan baik, tapi kinerja yang baik bukan hanya menjalankan dengan baik 
saja, tetapi dalam pandangan Islam harus sesuai  kaidah-kaidah  Islam  dan  prinsip-
prinsip  ekonomi  Islam.  
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Dilihat dari keempat elemen penilaian kinerja  yang sesuai dengan perspektif 
ekonomi Islam, hal ini dapat dilihat dari elemen yang pertama, kinerja material yang 
keuntungan atau laba yang cukup untuk memenuhi kebutuhan  yang  diperoleh  
secara  jujur  dan  tidak  merugikan  orang  lain.  Elemen  pertama  ini  berkaitan  
dengan  indikator  kuantitas  kerja  dan kedisiplinan  karena  dalam  kemampuan  dan  
kedisiplinan  memiliki  kaitan dalam keuntungan kita dalam bekerja  dan hasil yang 
kita peroleh. Semenjak adanya tunjangan kinerja kuantitas kerja dan kedispilinan 
pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bontomarannu mengalami peningkatan. 
Elemen kedua,  kinerja  mental  yakni  melakukan  sebuah  pekerjaan  
hendaknya dilakukan  dengan  tekun  dan  perasaan  bahagia,  menikmati  hasil  yang 
diperoleh dan menumbuhkan kepercayaan antar sesama, kaitannya elemen ini 
berkaitan dengan indikator kedisiplinan dan kerjasama selama bekerja. Kerjasama 
antar pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bontomarannu sudah bagus , 
tetapi ada beberapa pegawai yang tidak bekerja dengan semestinya. 
Elemen  yang  ketiga,  kinerja  spritual  yakni  mendekatkan  diri kepada  
Allah  SWT.  menganggap  bekerja  sebagai  sarana  ibadah  kepada Allah  SWT. dan  
selalu  bersyukur  dengan  hasil  yang  diperoleh,  tetap  taat dan  konsisten  dengan  
aturan-aturan  serta  hukum  Allah SWT. Para pegawai di Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kec. Bontomarannu sudah mengikuti aturan dan tidak melanggar hukum 
Islam. 
 Elemen  yang keempat,  kinerja  persaudaraan  yakni  terciptanya  hubungan  





elemen persaudaraan  sangat  terlihat  jelas  kaitannya  dengan  kualiatas  kerja 
pegawai KUA kec. Bontomarannu dan kerja sama selama bekerja. Hal ini 
memberikan gambaran  bahwa kinerja pegawai KUA kec. Bontomarannu dari 
indikator kinerja pegawai dan elemen kinerja Islam bahwa pegawai KUA kec. 
Bontomarannu sudah sebagian besar  memiliki  kinerja  yang  baik  dalam pandangan 
Ekonomi Islam. Sebagaimana hasil wawancara salah satu pegawai KUA kec. 
Bontomarannu yang menyatakan bahwa: 
“pegawai di KUA kec. Bontomarannu sudah melakukan TUPOKSI nya 
sesuai dengan beban kerja yang diberikan pimpinan meskipun masih ada 
pegawai yang belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan kewajibannya” 
 
Mengapa harus berkinerja dengan pandangan Islam? Supaya kinerja yang  
dimiliki pegawai KUA kec. Bontomarannu  maksimal  yakni dengan nilai Islam, 
jujur, disiplin, kerja keras, menghargai karya (kinerja), menghargai  waktu,  memiliki  
motivasi  prestasi  tinggi,  kreatif,  inovatif, kecerdasan  emosi  baik  dengan  
kepribadian  dewasa  mental  berdasarkan pandangan agama dan secara organisasi.  
 Kinerja dalam  pandangan  ekonomi  Islam  harus  mengharapkan  ridha  
Allah  agar rezeki  menjadi  imbalan  dan  berkah  dan  Allah SWT  tidak  suka  
hambanya bekerja dengan cara bathil. 
Begitu juga dalam suatu organisasi wajib memberikan imbalan kepada 
karyawan tepat pada waktu yang telah disepakati, selain itu suatu organisai bisa 
memberikan tambahan dari gaji yang biasa diterima untuk menambah semangat kerja 






Salah satu penjelasan hadis shahih yang mengarah kepada pemberian imbalan 
harus diberikan tepat pada waktunya, yaitu: 
 َع َنَ َع َبَ دَ َعَنبَالله َم َرَرَ ض َيَ َعَالله َنَ هََ ق َلاَ َر َس َلوَا  و ط ع
 أَملسوَهيلعَاللهَىلصَاللهََ  ر ي  ج لأا
 َه ق  ر عَ ُّف  ج يَ  ن أَ  ل ب ق  َه  ر  ج أ)هجامَنباَهاور(  
Artinya: 
“Dari Abdullah bin umar ra bahwasanya rasulullah saw. Bersabda: “Berilah 
upah seorang pekerja sebelum kering keringatnya”.35 
Dari hadis diatas jelas bahwa seseorang yang bekerja wajib mendapatkan 
penghargaan atas apa yang telah dikerjakannya, dan seorang majikan (pimpinan) 
wajib memberikan secepatnya setelah pekerjaannya selesai. 
Selain itu juga dijelaskan dalam Al- Qur’an surah An- Najm/53: 39-40. 
                        
Terjemahnya 
“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan 
sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)”.36 
Dan disamping seseorang tidak akan memikul dosa dan mudharat yang 
dilakukan orang lain, ia pun tidak akan meraih manfaat dari amalan baiknya, karena 
itu diterangkan bahwa seorang manusia tidak memiliki selain apa yang telah 
diusahakannya. Dan bahwa usahanya yang baik atau yang buruk tidak akan 
dilenyapkan Allah, tetapi kelak akan dilihat dan diperlihatkan kepadanya, sehingga ia 
akan berbangga dengan amal baiknya dan ingin menjauh dari amal buruknya. 
Kemudian akan diberi balasannya yakni amal itu dengan balasan yang sempurna.   
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36 Departemen Agama RI, Al- Quran dan terjemahnya, h. 527 
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 BAB V  
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pemberian tunjangan 
kinerja pada kantor KUA kec. Bontomarannu sebagian besar mengalami 
peningkatan kinerja hal ini bisa dilihat dari laporan kinerja harian pegawai. 
2. Pemberian tunjangan kinerja pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. 
Bontomarannu sebagian besar sudah sesuai dengan pandangan Islam, hal ini 
dikarenakan tunjangan yang diberikan sesuai dengan beban kerja pegawai 
dimana  pencapaian  yang  diperoleh  pegawai  dalam  bekerja/berusaha  yang  
mengikuti prinsip-prinsip  ekonomi  Islam dimana setiap pegawai mampu 
berkinerja dengan baik dan benar.  
B. Saran 
Setelah melakukan penelitian dan observasi, maka ada beberapa saran yang 
ingin penulis kemukakan adalah: 
1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bontomarannu hendaknya 
meningkatkan pengawasan kepada pegawainya agar mereka lebih 
memperhatikan tugas dan tanggungjawabnya, serta memberikan pelatihan 
komputer bagi pegawai yang masih kurang menguasai. 
2. Bagi pegawai, tunjangan kinerja terbukti memberikan motivasi dalam 
meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, pegawai hendaknya menjadikan 




3. Bagi peneliti, disarankan untuk mencari dan membaca referensi lain lebih 
banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta 
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